
 1 

 
 
 
 

 

LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN KULON PROGO 

 
NOMOR :  7                                                 TAHUN : 2019  

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO 
NOMOR  7  TAHUN  2019 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN   ATAS   PERATURAN   DAERAH  KABUPATEN 
KULON PROGO NOMOR 12 TAHUN  2017  TENTANG  

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DAERAH TAHUN 2017-2022 

  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KULON PROGO, 
 
Menimbang : a.  bahwa berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 
telah ditetapkan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022; 

b. bahwa terdapat kebijakan Pemerintah Daerah 
Daerah Istimewa Yogyakarta yang harus 
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten 
Kulon Progo yaitu Penugasan Kewenangan 
Dalam Urusan  Keistimewaan Daerah Istimewa 
Yogyakarta sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Gubernur  Daerah Istimewa 
Yogyakarta  Nomor 131 Tahun 2018 tentang 
Penugasan Urusan Keistimewaan dan 
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa 
Yogyakarta Nomor 140 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Dana Keistimewaan; 
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c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terdapat 
beberapa indikator kinerja penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah yang telah melampaui 
target yang ditetapkan tahun berkenaan 
ataupun sampai dengan akhir tahun 
berlakunya Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah sehingga Peraturan Daerah 
Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017,  
perlu ditinjau untuk disesuaikan; 

d. bahwa terdapat perubahan Kelembagaan 
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 
Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, 
dengan diamanatkannya pembentukan Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf  b, huruf  c, 
dan huruf d, perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 
Tahun 2017 tentang Rencana  Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022.    

 
Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten 
dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan 
Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan 
Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan 
nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1951 Nomor 101); 
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor  4700); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-
Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari 
Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di 

Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah 
Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 
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8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1312); 

10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 2); 

11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 
(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 
Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran 
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3); 

12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa 
Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang 
Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita 
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 
2018 Nomor 131); 

13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa 
Yogyakarta Nomor 140 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah 
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 
Nomor 140); 
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo 
Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 
Nomor 8 Seri E); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo 
Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 9 Seri E); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo 
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon 
Progo Nomor 53); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN KULON PROGO 

dan 
BUPATI KULON PROGO 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN DAERAH  KABUPATEN KULON 
PROGO NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 
DAERAH    TAHUN 2017-2022. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah  
Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon 
Progo Nomor 53) diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

 

Pasal 10 

Dokumen Perencanaan Tahun 2020 yang telah 
ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini, 
harus menyesuaikan dengan ketentuan 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah 
ini paling lambat sebelum APBD Tahun 2020 
ditetapkan. 

 

2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Kulon Progo.  

 
Ditetapkan di Wates 
pada tanggal  21 November 2019 

 
BUPATI KULON PROGO, 

 
Cap/ttd 

 
SUTEDJO 

 



 7 

Diundangkan di Wates 
pada tanggal 21 November 2019  
 
       SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KULON PROGO, 
 
                   Cap/ttd 

 
            ASTUNGKORO 

 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO 
TAHUN 2019 NOMOR 7 

 
 

NOREG  PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  KULON  PROGO 
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : ( 7 , 76 / 2019 ) 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO 
                            NOMOR  7 TAHUN 2019         TAHUN 2014 

 
TENTANG  

 
PERUBAHAN  ATAS   PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN KULON 

PROGO NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA 

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DAERAH TAHUN 2017-2022 

 
I. UMUM 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 263 
ayat (3), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) ditentukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Pasal 5 
ayat (2), RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan 
program Bupati yang penyusunannya berpedoman kepada 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 
dengan memperhatikan RPJM Nasional. 

RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo 
Nomor 12 Tahun 2017. Berdasarkan ketentuan Pasal 342 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 
dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Daerah dapat 
diubah dalam hal: 
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a . hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa 
proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan 
tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah 
yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
86 Tahun 2017; 

b . hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa 
substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan 

c . terjadi perubahan yang medasar. 

Mendasar pada ketentuan tersebut, beberapa 
pertimbangan yang digunakan untuk melakukan perubahan 
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 
2017 adalah: 

a. pada tahun 2019, RPJMD Kabupaten Kulon Progo 
memasuki tahun kedua sehingga sisa masa berlaku 
RPJMD masih 3 (tiga) tahun; 

b. terdapat kebijakan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa 
Yogyakarta yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah 
Kabupaten Kulon Progo yaitu Penugasan Kewenangan 
Urusan Keistimewaan DIY sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  Nomor 
131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan 
dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Nomor 140 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana 
Keistimewaan; 

c. terdapat Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah yang telah melampaui target tahun berkenaan 
(Tahun 2018) atau sampai dengan akhir RPJMD (Tahun 
2022);  dan 
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d. terdapat perubahan kelembagaan berdasarkan Peraturan 
Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah, dengan diamanatkannya 
pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 
atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon 
Progo tentang Perubahan  Atas  Peraturan Daerah Kabupaten 

Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 tentang  Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022. 

 
II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal  I 

Cukup jelas. 

Pasal  II 

Cukup jelas. 
 
 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO 
NOMOR  79 
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